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Abstrak

Penyediaan pel ayanan Jaminan K esehatan Nasiona (JKN) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)
Wilayah Semarang bel um dil aksanakan secaraoptimal . Peningkatan kunjungan pasien peserta JKN tahun
2014 hanya 1% dibanding eraAskes, adanyaketidak sesuaiantarif dengan biayariil yang dikeluarkan,
prasaranapel ayanan kurang memadai, waktu tunggu antrian pelayanan lamadan belum adanyakesepakatan
antar pemangku kepentingan menetapkan statusklasfikas BKPM. Tujuan pendlitian untuk mengevauas
implementasi jaminan kesehatan nasional padaBalai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah
Semarang.

Penditian dilakukan dengan metode kuditatif menggunakan wawancaramenda am dan tel aah dokumentas
untuk menggali fenomenayang dieval uasi.. Informan utamapenditian ini dari BKPM Wilayah Semarang
yaitu KepalaBKPM Wilayah Semarang, Bendahara, 1 orang petugas Rekam Medis, 2 orang dokter
klinik, dan 1 orang pengelolaadministras Jaminan Kesehatan. Informantriangulas 1 orang seks pembiayaan
dan Jaminan K esehatan Masyarakat DinasK esehatan Proving JawaTengah, 1 orang staf BRISK esehatan
Cabang Utama Semarang. Datakuantitatif untuk mendukung datatriangulasi dengan survey kepuasan
pel anggan menggunakan teknik quota sampling dengan sample 45 orang pasien peserta JKN yang berobat
di BKPM Wilayah Semarang. Teknik analisisdatakualitatif dengan metode anaisisis dan kuantitatif
dengantabel frekuens.

Hasi| penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah pasien PBI |ebih banyak dari Non PBI, 2) Pelayanan
BKPM Wilayah Semarang sesuai iS perjgian kerjasamanamun mas h perlu dikembangkan dan perbaikan
lagi. Kepuasan pasien 79,03 % yang termasuk katagori memuaskan. 3) Padaaspek pembiayaan masih
adaketidak sesuaiantarif pelayanan BPJS dengan biayariil pengeluaran BKPM Wilayah Semarang, 4)
Koordinas belum maksimal padatingkat mang emen dan pelaksanadi BKPM Wilayah Semarang ddam
implementas Jaminan K esehatan di awa tahun 2014.

Rekomendas yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan sosialiasi JKN dan pembenahan prosedur
rujukan, pembuatan kgjian unit cost sebagal dasar polatarif, pengembangan prasaranape ayanan kesehatan
dan peningkatan disiplin kerjadaam implementas JKN di BKPM Wilayah Semarang.

Katakunci : Evauas implementas, JKN, Perjanjian Kerjasama
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Abstract

Provision of National Health Insurance (JKN) on Lung Health Center Society (BKPM) Region
Semarang has not been implemented optimally. Increased patient visits JKN participantsin 2014
only 1% compared to the era of Askes, the discrepancy rates with real cost incurred, inadequate
infrastructure services, long waiting time queuing services and the lack of agreement among
stakeholders define the classification status of BKPM. The aim of research to evaluate the
implementation of national health insurance on Lung Health Center Society (BKPM) Region
Semarang.

Theresearch was conducted by using a qualitative in-depth interviews and review of documentation
to explore the phenomenon being evaluated. This study key informants from BKPM Territory
Semarang is Semarang Regional Head of BKPM, Treasurer, 1 Medical Record officers, 2 doctors
clinic, and 1 administrative manager of the Health Insurance. 1 per son sexy informant triangulation
financing and Public Health Insurance Central Java Provincial Health Office, 1 Main Branch Health
BPJS staff Semarang. Quantitative data to support the triangulation of data with customer
satisfaction survey using quota sampling technique to sample 45 participants JKN patients who
seek treatment in Semarang Regional BKPM. Qualitative data analysistechniques and quantitative
content analysis method with frequency table.

The results showed that: 1) The number of patients more than Non PBI PBI, 2) Services BKPM
Semarang according to the contents successor agreement Regional cooperation but still need to be
developed and improved again. 79.03% patient satisfaction that includes a satisfactory category.
3) On the financing aspects still exist discrepancies BPJS service rates with real cost Semarang
Regional BKPM expenses, 4) Coordination is not maximized at the management and executive
levelsin Semarang Regional BKPM in the implementation of Health Insurancein early 2014.
Recommendations that can be given is necessary socialization and revamping procedures JKN
referral, assessment manufacture unit cost as the basis tariff scheme, infrastructure development
and improvement of health services in the implementation of labor discipline JKN in Semarang
Regional BKPM.

Keywords : Evaluation of the implementation, JKN, Cooper ation Agreement

PENDAHULUAN Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini

Penyelenggaraan jaminan sosia bagi seluruh - mengamanatkan bahwajaminan sosia wajib bagi
rakyat Indonesiatelah diamanatkan dalamPasal 28 seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan
ayat (3) mengenai hak terhadapjaminansosia dan Nasiona (JKN) melaui suatu Badan Penyeenggara
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Jaminan Sosia (BPJS) yang diatur dalam Undang-
Republik Indonesatahun 1945. Jaminansosia juga Undang No. 24 Tahun 2011. Jaminan Sosia
dijaminddamDeklaras PersrikatanBangsaBangsa  Nasiond yang disdlenggarakan oleh BPISterdiri atas
tentang Hak asas ManusiaTahun 1948 Falsafah  BPJS Kesehatan dan BPJS K etenagakerjaan. 3
dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun
mengakui hek asad wargaataskesehatan. DdamUU 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
No0.36 Tahun 2009 tentang K esehatan ditegaskan  Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur ketentuan
bahwasetigp orang mempunya hak yangsamaddam  pokok penyelenggaraan dimanafasilitaskesehatan
memperoleh akses atas sumber daya di bidang terbagi atasfasilitaskesehatan tingkat pertamadan
kesehatan danmemperolenpdayanankesshatanyang  fasilitas rujukan tingkat lanjut. Dalam peraturan
aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setigp menteri lain yaitu permenkes No. 9 tahun 2014
orang jugamempunyai kewgjibanturut sertadaam  tentang Klinik menjelaskan tentang perubahan nama
kebijakan jaminan kesehatan sosd 2 Bala menjadi Klinik. SehinggaBalai Kesehatan

Padatahun 2004 pemerintah mengeluarkan  termasuk daamkel ompok Klinik Utamayang sstara
Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan  dengan rumah sakittipeD. 4°
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah
salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan 3, implementasinyadimulai 1 Januari
2014. Kebijakan ini menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar kesehatan yang layak melaui
penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya,
dan diselenggarakan berdasarkan prinsp asurans
sosa dan equitasbagi saluruh penduduk di wilayah
Republik Indonesia. Perubahan pembiayaan menuju
ke Universal Coverage merupakan hal yang baik
namun mempunyai dampak dan risiko sampingan.
K eti dakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan,
tenaga kesehatan dan kurangnya sosialisasi
kebijakan JKN menimbulkan masal ah baru berupa
ketidakadilan antara kelompok masyarakat.
Sementara, penyelenggara pel ayanan kesehatan
harusmemenuhi kriteriayang dipersyaratkan untuk
bisabekerjasamadengan BPJS, baik itu Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas
Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Dalam rangka mel aksanakan program JKN
setiap fasilitas kesehatan dituntut untuk meng-
implementasikan kebijakan-kebijakanyang telah di
atur dalam UU tentang BPJS terutama dalam
persyaratan menjalankan pelayanan kesehatan
kepada seluruh masyarakat. Fasilitas Kesehatan
milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
memenuhi persyaratan wajib bekerjasamadengan
BPJSKesehatan.®

Sebagai bentuk implementasi JKN, Balai
Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah
Semarang sgjak 1 Januari 2014 telah mengadakan
Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS kesehatan
Cabang Utama Semarang dengan tujuan untuk
penyediaan pelayanan kesehatan bagi persertaJKN/
BPJS. Dalam kerjasamadiatur hak dan kewajiban
masi ng-masing pihak dalam penyediaan pelayanan
kesehatan yang disesuai kan dengan aspek-aspek
penydengaraan jaminan sosd nasond diantaranya
aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan,
pembiayaan dan kelembagaan. Namun dalam
pelaksanaannyamas h memerlukan perbaikanterkait
dengan masalah kendali mutu pelayanan dan
masal ah pembiayaan yang termasuk daam prinsip-
prinsip managecare.

Pelaksanaan kerjasama dalam pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN/BPJS sangat
tergantung padakomitmen kedualembagatersebut,
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staekholder serta dukungan dan kepercayaan
pesertaJKN penggunajasapel ayanan kesehatan.

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien
bertumpu pada penerapan/ implementas kegiatan
harian tenaga profesi kesehatan baik dokter,
perawat, maupun tenagaprofes kesehatan lainnya
Namun penerapan yang kons sten mengutamakan
keselamatan pasien tersebut tidak dapat terjadi
begitu saja tanpa upaya. Diperlukan komitmen,
kapasitas dan kapabilitas dari setiap petugas dan
jugadari mangemen, bahkan sampai kepadatingkat
pemilik FasilitasK esehatan.

Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
Pemerintah, BKPM Wilayah Semarang melakukan
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berupa
pel ayanan rawat jaan daningp tingkat lanjut dalam
kegiatan UpayaK esehatan Perorangan (UKP) di
dalam gedung. Sedangkan pelayanan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) juga tetap
dilaksanakan untuk pelayanandi luar gedung, namun
kegiatan ini tidak termasuk dalam klausul dalam
perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
UKM ini dibiaya olehAPBD Proving JawaTengah
dalam pel aksanaan tupoksinya®

Kunjungan pasien menurut data yang ada
menunjukkan angkapeningkatan. Jumlah kunjungan
pasien Askes dan Jamkesmas dalam satu tahun
2013 adalah 4.918 orang sedangkan sampai dengan
akhir bulan Agustus 2014 juml ah kunjungan pasien
BPJS adalah 1.152 orang, bukan hal yang tidak
mungkin jumlah kunjungan pasien akan terus
bertambah. Untuk menghadapai |onjakan pasien
kedepan khususnya pasien peserta BPJS
Kesehatan perlu dilakukan langkah-langkah
perbaikan berkelanjutan untuk memantapkan
implementas kebijakan JKN tersebut, baik dalam
segi sumber daya, sarana prasarana, lingkup
pel ayanan dan komitmen pelayanannya.

Permasal ahan implementas pelayanan JKN
dapat diidentifikas sesual penyelenggaraan Sistem
Jaminan Sosial yang dikembangkan oleh
Kementrian K esehatan Republik Indonesia.

Pada aspek kepesertaan, terlihat dalam
wawancara bahwa pasien enggan untuk
menggunakan kartu peserta BPJS-nya karena
menganggap untuk mendapatkan rujukan dari
Puskesmas/dokter keluarga prosedurnyaterlalu
panjang sehinggamerekard auntuk membayar tunai
biayapengobatannyadi BKPM Wilayah Semarang.



Dari beberapa pasien yang berkunjung ke
BKPM Wilayah Semarang masih mengeluhkan
pelayanan terhadap peserta JKN, merekamerasa
ditolak berobat di BK PM Wilayah Semarang karena
PenyediaPe ayanan K esehatan (PPK) | asal mereka
di layani tidak bekerjasamadengan BKPM Wilayah
Semarang, hd ini sesual kebijakan BPISK esehatan
bahwaPPK | untuk merujuk pasiennyaharussudah
bekerjasamadengan jearing fasyankeslainyang
ditentukan sesual pembagian arearegionalisas .9

Hal ini jugamengandung masal ah kelembagaan
dimanafaktor birokras mempengaruhi prosedur
rujukan pasien. Sehinggapas en dirugikan dengan
aturan yang seharusnya mendapat kemudahan
mendapatkan pelayanan malah sebaiknya Masdah
lain adal ah tentang standar operasional prosedur
(SOP), sumber dayamanusa(SDM), dan komitmen
petugas medisyang melayani pasien pesertaBPJS
Kesehatan. Sebagai contoh; penulisandiagnosisdan
tindakan pasien terkait dengan kebijakan BPJS
K esehatan tidak sesuai dengan standar pelayanan
medisBKPM Wilayah Semarang. SOPpengkodean
diagnosapenyakit sebagai panduan bekerjabelum
adadi unit pelayanan pasien sehinggadokter menulis
diagnosisdan tindakannyatidak lengkap, dokter
tidak mengis resume pemeriksaann secaralengkap,
dantulisan dokter adayang tidak bisaterbaca. SOP
tentang petugaspengkodean INA CBGsjugabelum
ada. Petugas pengkodean masih adayang belum
menguasai tugasnya, juga sering mengalami
perbedaan dalam menentukan kode penyakit.

Pada aspek pembiayaan, BKPM Wilayah
Semarang seolah dirugikan, karenapembayaran
klaim BPJS Kesehatan ke BKPM Wilayah
Semarang hanya50% untuk Pelayanan Rawat Jdan
dan 35% untuk Pelayanan Rawat Inap, dibanding
dengan polatarif retribusi berdasarkan peraturan
daerah yang adaterdapat selishjumlah biayalebih
rendah dari tarif retribusi apalagi dibandingkan
denganreal cost yang dikeluarkan dalam pelayanan
kesehatan. Hdl ini karenaBK PM Wilayah Semarang
disstarakan dengan rumah sakit tipe D, dimanaklam
pengembaliannyapaling rendah.

Asosias Rumah Sakit khusus Paru dan Balai
Kesehatan Paru Indonesia(ARSABAPI) sebagai
wadah perkumpulan bagi Rumah Sakit dan BKPM
seluruh Indonesiabe um bisamemberikan kontribus
nyatadad am membantu mengatas masdahkesamaan
tarif dan pengembaian klaim atas pelayanan yang
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telah diberikan oleh masing-masing anggotanyadari
BPJS K esehatan. M erekamasi h berjuang sendiri-
sendiri untuk mendapatkan pembayaran klaim atas
pelayanan kesehatan yang tel ah dil akukan, seperti
hasi| keputusan konasdi Solo padatanggal 30 Mei
2014 yang isinya bahwa; 1. Dalam melakukan
pelayanan kesehatan termasuk dalam kebijakan
JKN mengikuti aturan yang tel ah ditetapkan oleh
pemerintah. 2. Daam hd tertentu termasuk masdah
pembiayaan bisamel akukan negosias kepadapihak
BPJSKesehatan dan organisas induknyamasing-
masing baik Pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Hal ini menggambarkan asosiasi fasilitas
kesehatan kurang berkoordinasi bersama-sama
menghadapi BPIS K esehatan untuk menegosaskan
kesamaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
Seperti BKPM Wilayah setelah berupayasendiri
dengan difasilitasi Dinas K esehatan Prov. Jateng
untuk mendapatkan pengembalian klaim 100%
rawat jalan, dapat dibayarkan setelah dilakukan
adendum Perjanjian Kerjasama dengan BPJS
Kesehatan yang berlaku efektif tanggal 1 September
2014 setelah dikeluarkannya Permenkes No.28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pel aksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional.

K etidaksesuaian mutu pelayanan kesehatan
yang perludiperbaiki ada ah terkait mutu pelayanan
kesehatan. Lahan parkir yang sempit danlamanya
pasen menunggu giliran pelayanan kesehatanmasih
terjadi di BKPM Wilayah Semarang.

Keberhasilan dari tujuan kerjasama dalam
implementasi JKN untuk penyediaan pelayanan
kesehatan di BKPM Wilayah Semarang perlu dikaji
apakah terl aksanadengan semestinyasesual aspek
penyelenggaraan JKN.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis
tertarik untuk menggali informasi Iebih dalam
bagaimana gambaran implementasi Jaminan
Kesehatan Nasional terkait perjanjian kerjasama
antara BPJS K esehatan dengan BKPM Wilayah
Semarang, dan mengidentifikasi kendala dan
perbaikannnyasesuai hak, kewajiban dantanggung
jawab masing-masing dalam aspek kepesertaan,
pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan
kelembagaan sehinggadapat dijadikan rekomendas
untuk perbaikan pelaksanaannyake depan .

Evaluasi penyediaan pelayanan jaminan
kesehatan nasional pada Balai Kesehatan Paru



Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang terikat
kerjasamadengan BPISK esehatan perlu dilakukan
demi terlaksananya program Jaminan K esehatan
Nasona di BKPM Wilayah Semarang dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dari 4 aspek penyel enggaraan
jaminan kesehatan nasional yang meliputi
kepesertaan, pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan
kelembagaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
gambaran hasi| implementasi jaminan kesehatan
nasional dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat
Wilayah Semarang terikat kerjasamadengan BPJS
K esehatan tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka
pertanyaan penelitian dapat dirumuskan:
“Bagaimanagambaran hasi| evauas implementas
pelayanan jaminan kesehatan nasiona padaBalai
Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah
Semarang terikat kerjasama dengan BPJS
Kesehatan”

METODE PENELITIAN

Jenispenelitian penelitianini adalah kudlitatif
menggunakan wawancara mendalam dan telaah
dokumentad yang disgjikan secaradeskriptif sehingga
dapat untuk mengetahui hasil implementas JKN dan
menggali lebihmendalam informas atau masukan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan sebagai
rekomendas dalam pemantapanimplementas JKN
di BKPM Wilayah Semarang. Datakuantitatif dengan
survey kepuasan pelanggan untuk mendukung data
kualitatif. Pengolahan datakuditatif denganandisis
IS sedangkan datakuantitatif dengan analisistabel
frekuens, yaitu menganalisa data dengan cara
mendiskripskanatau menggambarkan datayangteah
terkumpul dan menygjikannyadalam bentuk angka-
angkatanpabermaksud membuat kesmpulanyang
berlakuumum.*

Subyek pendlitian ddamwawancaramendaam
mdiputi informanutamadaninformantriangulas yang
berjumlah8orang. Informan Utamaterdiri dari Kepaa
BKPM Wilayah Semarang, Bendahara, Pengelola
administrast JKN di BKPM Willayah Semarang,
Petugas Rekam Medisdan 2 orang Dokter klinik.
Informentriangulas terdiri dari Kasepembiayaandan
Jaminan K esehatan masyarakat Dinas K esehatan
Provins JawaTengah dan BPISK esehatan Cabang
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Utama Semarang. Sedangkan sample survei
kepuasan pelaggan ada ah wekil dari populas pasen
peserta JKN/BPJIS K esehatan yang berkunjung dan
berobat di BKPM Wilayah Semarang rata-rata
selama 1 (satu) bulan dalam setahun dengan asums
pasientahun 2013 yakni 45 orang.

HASIL

Bala Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)
Wilayah Semarang adalah Unit PelaksanaTeknis
(UPT) padaDinasK esehatan Proving Jawa Tengah
yang mel aksanakan pel ayanan upayaK esehatan
Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan
Masyarakat yang berbedadalam pembiayaannya.
Dalam melaksanakan kebijakan JKN, BKPM
Wilayah Semarang tel ah mel akukan upaya-upaya
pelayanan kesehatan sesual perjanjian yang telah
disepakati bersamaantaraBPJISK esehatan dengan
BKPM Wilayah Semarang daam penyelenggaraan
SISN yang meliputi aspek kepesertaan, pelayanan
kesehatan, pembiyaan, dan kelembagaan. Dalam
implementasi JKN di awa tahun 2014 sesuai
perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan
terdapat permasd ahan yang kurang menguntungkan
di pihak BKPM Wilayah Semarang. Masalah tarif
menjadi persoal an utamapadaaspek pembiayaan,
koordinas dan prosedur pelayanan kesehatan sesuai
JKN yang belum adamenjadi masalah padaaspek
kelembagaan, sedangkan keluhan pasien terhadap
lahan parkir dan lama pelayanan termasuk dalam
masal ah aspek pelayanan kesehatan, dan jumlah
penggunaan kartu BPISyang mas h belum merata
merupakan masal ah aspek kepesertaan.

Survey kepuasan pasien menunjukkan pada
katagori memuaskan yang dapat dilihat dalam
tabel 1.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi
pelayanan Jaminan K esehatan Nasional di BKPM
Wilayah Semarang dapat digambarkan sebagai
berikut:

Identifikas permasalahan Implementasi JKN
terkait perjanjian kerjasamadapat dikelompokkan
bahwa sesuai tupoksinyaBKPM adalah lembaga
kesehatan pemerintahyang fungsnyasebega fadlitas
pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat,
tetapi secaratersurat dalamls perjanjian kerjasama
pasal 4 dan pasal 6 tertulisbahwaBPJS K esehatan



Tabel Hasil Survey Kepuasan pelanggan

No. Dimens Pengukuran Ralz-lrjzlligor Persentase Katagori
1 Bukti Fisk (Tangibel) 391 78,20 Memuaskan
2 Redibility (keandalan) 3,56 71,20 Memuaskan
3 Responsiveness (dayatanggap) 413 82,40 Sangat memuaskan
4  Assurance (jaminan) 4,10 81,93 Sangat Memuaskan
5 Emphaty (empati) 4,07 81,34 Sangat Memuaskan
Jumlah 19,76 395,07
Rata-rata Keseluruhan 3,95 79,03 Memuaskan

Sumber: Olahan data Kues oner

hanyamembayar pelayanan kesehatan rawat jalan
dan rawat inap dalam upayakesehatan perorangan
(UKP) dengan sstem pembayaran prospektif yang
mengacu pada standar tarif INA-CBG’s'?,
sedangkan upaya pel ayanan kesehatan masyarakat
(UKM) tidak termasuk dalam klausul penjaminan
jasapelayanannya, kegiatanini dibiaya sendiri oleh
BKPM Wilayah Semarang dengan danaoperasiona
yang bersumber dari APBD Proving JawaTengah.
Hal ini sesuai Permenkes RI No. 59 Tahun 2014
Tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam
penye enggaraan progran jaminan kesehatan.®
Dalam penyelenggaraan JKN pada aspek
kepesertaan, penggunaan kartu BPJS oleh pasien
masi h belum optimal . Aspek kelembagaan, standar
prosedur pelayanan belum sesuai dengan JKN.
Aspek pembiayaan, masi h bel um mendapatkan hak
penuh dalam pembayaran klaim sesuai tarif
pelayanan dari BPJS Kesehatan, upayamerevisi
perjanjian belum berhasi| karenakajian unit cost
belum dibuat. Pada aspek pelayanan kesehatan
masih ada keluhan pasien menunggu lama

mendapatkan pel ayanan petugas.

Aspek Kepesertaan

Indikator keberhasilan padaaspek kepesertaan
dalamimplementasi JKN secaranasional adalah
tercapai nyakepesertaan semesta atau Universal
Health Coverage (UHC) padasel uruh penduduk
Indonesia pada tahun 2019. Namun pada tahun
2014 di awal tahun pelaksanaan JKN ditargetkan
pada angka 70% dari total penduduk (per 9 Mei
2014 sudah mencapai 121.671.432 peserta),
sehingga kunjungan peserta BPJS di fasilitas
kesehatan terusmeningkeat.

Di BKPM Wilayah Semarang kunjungan pasen
peserta JKN/BPJS tahun 2014 meningkat
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dibanding tahun 2013 tetapi tidak begitu tajam
sekitar 1%, dengan perbandingan jumlah pasien PBI
danNon PBI adalah 2: 1. Peningkatan ini karena
masyarakat pelanggan sudah terbiasajikamerasa
batuk yang lamamerekapergi ke BKPM Semarang
karenadari puskesmastidak tertangani dengan baik
dan mendapat referens dari teman pasien sesama
penggunakartujamkesmas.

“ Kunjungan pasien dari menengah ke
bawah jadi paling banyak itu malah dari
PBI perbandingannyaitu 2 banding 1 karena
dia itu kan penerima bantuan iuran jadi
pasien-pasien jamkesmas yang dulu itu
masih bisa menggunakan kartunya
meskipun bukan BPJS, yang peserta Non
PBI rata-rata masih pada bayar sendiri.”
(1u3)

Jumlah kunjungan PBI |ebih banyak dibanding
Non PBI karena, JKN baru dimulai tahun 2014
sehingga masyarakat banyak yang belum
tersosialisasi, pasien pengguna kartu BPJS
Kesehatan masih dari peserta eks jamkesmas
sedangkan pesertaNon PBl merasauntuk mengurus
rujukan dari PPK | relatif rumit, faktor lain adalah
kartu JKN belum terdistribusi 100 % ke
measyarakat sehinggapenggunakartu eksjamkesmas
adal ah pelanggan terbanyak yang menjadi pasien
peserta BPJS Kesehaan di BKPM Wilayah
Semarang.

Aspek Pelayanan K esehatan

Indikator keberhasilan padaaspek pelayanan
kesehatan adal ah tersedianyafasilitas kesehatan
memenuhi kriteriakredensialing BPISK esehatan,
jenispelayanan sesuai dengan kemampuan kelas



rumah sakit, tercukupinyasarana-prasarana, obat,
kelancaran, SDM sesuai kompetensinya, adanya
SOP, dan terpenuhinyatingkat kepuasan pasien/
pelanggan.

BKPM Wilayah Semarang telah memenuhi
kriteria-kriteriayang disyaratkan dalam perjanjian
kerjasamatetapi masih adabeberapayang belum
sempurnadalam memenuhi syarat-syarat tersebut
diantaranya: |ahan parkir yang kurang luassehingga
pasien merasatidak kebagian tempat parkir, obat
kronisbelum tersediasecarapenuh sehinggapasien
harus mengambil obat di apotek luar,

Dalam hal kepuasan peserta JKN/BPJS
umumnyamerasapuas dengan pelayanan kesehatan
di BKPM Wilayah Semarang, tetapi mashadayang
perlu dibenahi terkait dengan lahan parkir yang
sempit dan waktu tunggu pasien yang masih lama.
Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan pada
tabel di atas, menurut skor tertinggi dimensi mutu,
makadimens Responsivenness mempunyai rata
rata skor 4,13; Assurance mempunyai rata-rata
skor 4,10; Empathy mempunyal rata-rata skor
4,07; Tangibel mempunyai rata-rataskor 3,91; dan
Realibilty mempunyai rata-rataskor paling rendah
3,56.

Aspek Pembiayaan

Adanyaketidak sesuaiantarif BRISdibanding
biaya riil yang dikeluarkan dalam pelayanan
kesehatan mengindikasi kan bahwaimplementas
JKN padaaspek pembiayaan belum berjalan secara
optimal. DimanaBKPM Wilayah Semarang pada
awal pelaksanaan hanya dibayarkan 50% untuk
rawat jalan dan 35% untuk rawat inap. Dalam
perkembangannyapadatanggal 1 September 2014
IS perjanjian dapat di adendum dengan difasilitas
pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
setelah keluarnyaPermenkes No. 28 Tahun 2014
tetang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional. Sehingga penyesuaian tarif
menjadi 100 % sudah terealisasi namun, untuk
pelayanan rawet inap hanyabisadinaikkan dari 35%
menjadi 70% karenaBKPM Wilayah Semarang
belum meengkapi kgjian dasar pembuatan polatarif
sesuai pelayanan yang diberikan dengan membuat
kertas kerja sesuai yang diminta oleh BPJS
Kesehatan.*?

“ Adanya ketidak sesuaian tarif BPJS
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dibanding biayariil yang dikeluarkan sudah
dikomunikasikan antara BKPM Wilayah
Semarang dengan pihak BPJS Kesehatan.
Pengajuan penyesuaian tarif menjadi 100
% sudah terealisasi pada bulan Me 2014
melalui adendum yang telah di tanda
tangani bersama. Namun untuk pelayanan
rawat inap hanya bisa dinaikkan menjadi
70% karena BPJS Kesehatan meminta
BKPM untuk melengkapi kajiannya dengan
membuat kertaskerja” (1U1, 1U2,1U3, U4,
IT2)

Klaim pengembalian jasa pelayanan tidak
mempunyai kendaahanyapengentrian datapasien
yang belum selesai tepat waktu yang menyebabkan
pengklaiman ke BPJS K esehatan menjadi mundur
atau terlambat karenakomputer yang digunakan
untuk prosesverifikas atau dari internetnyapernah
error.

Pemanfaatan dana JKN digunakan untuk
operasional dan jasapelayanan karyawan hal ini
sudah sesuai regulasi Keuangan Daerah, yaitu
Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengel olaan K euangan Daerah dan Permendagri
No0.27 Tahun 2013 tentang penerimaan jasalayanan
kesehatan masyarakat yang dananyabersumber dari
hasi| klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterimaoleh SKPD atau Unit
Kerjapada SKPD yang belum menerapkan PPK -
BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan.
Retribus Daerah, obyek pendapatan Retribus Jasa
Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi
Pelayanan K esehatan.'* 1

“ Untuk jasabisadi SPJkan, kalo belum
BLUD harusdisetorkan ke KasdadimanaBKPM
mengaj ukan usulan kegiatan untuk pencairan dana
laludi SPIkan sesuai penggunaannya.” (1T2)

Aspek Kelembagaan

“ BKPM Wilayah Semarang sudah memiliki
standar prosedur dan alur pelayanan pasien
tetapi belum disesuaikan dengan istilah
dalam JKN, oleh karena itu peru dilakukan
revisi sesuai prosedur yang digunakan
dalam pelayanan JKN/BPJS Kesehatan”



(U1, 1U2, 1U3,1T2)

Standar Operasional Prosedur (SOP) belum
sesua dengan JKN dimanaprosedur penulisankode
diagnosa ada penambahan kode-kode baru sesuai
jenis penyakit yang dijamin BPJS Kesehatan
sehinggaperludirevis sesuai pelaksanaan JKN.

Menurut Edward II11, terdapat 2 (dua)
karakteristik utama dari struktur yang dapat
mendongkrak kinerja struktur birokrasi dan
organisas kearahyanglebihbak, yaituketersediaan
Standard Operating Procedures (SOP) dan
adanyafragmentas yang jelas. SOP adalah suatu
kegiatan rutin yang memungkinkan parapegawai/
daf ataupun pelaksanalbirokrat untuk mel aksanakan
kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standart
minimum yang ditetapkan.”

Sosialisasi yang dikembangkan oleh
masing-masing instansi penyelenggara
jaminan kesehatan sudah dilakukan tetapi
informasinya tidak sampai ke petugas
lapangan sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan dan masyarakat secara luas. “
(1U2,1U3,1U4,1U5,1T1,1T2)

Sosidisas tentang JKN sudah dilakukan baik
oleh BKPM Wilayah Semarang, BPJS K esehatan
maupun oleh Dinkes Prov Jateng, tetapi masih ada
petugasdi |apangan dan anggotamasyarakat yang
belum menangkapinformas yang disampaikanoleh
ketigapemangku kepentinganini. Pertemuan dalam
pelaksanaan JKN masih terbatas dihadiri oleh
tingkat manajemen sedangkan di tingkat bawah
informasi sering terputusdan tidak berkelanjutan
pada personil yang ikut pertemuan sebelumnya.
Dalam forum asosias Rumah sakit dan BKPM se-
Indonesiapadatanggal 31 Me 2014 menghasilkan
kesepakatan dalam pel aksanaan JKN tetapi belum
dapat membuahkan hasil untuk kepentingan masing-
masing anggotanya. Dimanahasi| pertemuan hanya
merekomendasikan anggota asosiasi untuk
mensukseskan program JKN sesuai
kewenangannya, dan jika ada permasal ahan agar
berkoordinas dengan instans induknyamasing-
measing. Disni rumah sakit sudahjel assatuske asnya
sehinggaklaimnyadapat dibayarkan secarapenuh.
Sedangkan Balai sebagaimana puskesmasdalam
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nomenklatur organisas kesehatan tidak termasuk
ddaminstans yang dapat mengel olakeuangannya
sendiri, kecuali bila sudah menerapkan sistem
penyel enggaraan Badan Layanan Umum (BLU)
sehinggabe um bisadabayarkan secarapenuhklam
tarif jasapelayanannya.’®

Menurut Shabbir Cheema dan Dennis A.
Rondindlli yang dikutip Subarsono dalam bukunya
yang berjudul AnalisisKebijakan Publik (Konsep,
Teori dan Aplikasi), agar implementasi kebijakan
berhasil dengan baik ada 2 faktor yang
mempengaruhi diantaranyaadaah; 2
1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat
mempengaruhi implementasi kebijakan,
lingkungan tersebut mencakup lingkungansosio
kultural sertaketerlibatan penerimaprogram.
Hubungan antar organisasi. |mplementasi
sebuah program perlu dukungan dan koordinas
dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan
koordinasi dan kerjasamaantar instansi bagi
keberhasilan suatu program.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat
dismpulkan bahwaimplementas pelayananjaminan
kesehatan nasional di BKPM Wilayah Semarang
terikat kerjasamadengan BPJS K esehatan masih
belum optimal. Aspek-aspek penyelenggaraan
jaminan kesehatan nasional secaraumum sudah
terpenuhi namun masih adasebagian permasadahan
yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak
manajemen maupun staekholder pendukung
keberhasilanimplementas JKN ke depan.

Padaaspek kepesertaan, perluadanyasosdias
dan edukasi yang lebih baik lagi dari BPJS
K esehatan sehinggapasientidak merasaragu ddam
penggunaan kartu kepesertaanya. Distribus kartu
kepesertaan harus|ebih meratake saluruh penduduk
Indonesia. Disamping regionalisas faskes dalam
melayani pasien menurut domisili peserta sangat
merugikan masyarakat. Karenamasyarakat seekan
dibatas dalam menentukan fasilitas pelayanan
kesehatan yang dikehendakinya. Maka BPJS
K esehatan harusmembuat kebijakan yang fleksibel
dalamsistemrujukanini.

Aspek Pembiayaan, BKPM Wilayah
Semarang harus membuat kajian unit cost sebagai
dasar penyusunan tarif pelayanan kesehatan agar
dapat dibayarkan 100% oleh BPJS Kesehatan



sesual PermenkesNo. 28 tahun 2014. Selanjutnya
mengg ukan adendum terhadap perjanjiankerjasama
dalam hal penetapan tarif sesuai unit cost..

Padaaspek Pelayanan Kesehatan, |ahan parkir
yang sempit danlamawaktu antrian pelayanan juga
harus mendapat perhatian dari pihak mana emen
BKPM Wilayah Semarang sehingga dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan.

Padaaspek K e embagaan, standar operasional
prosedur (SOP) terkait pelayanan JKN harus
direvig, seperti SOP penulisan kodediagnosapasien
yang harus mengikuti aturan baru dari BPJS
Kesehatan yang berbeda di eraAskes, sehingga
memudahkan pel aksanapelayanan kesehatan dalam
bekerjaterutamada am hal pengkodean diagnosa
penyakit sebagai dasar pengklaiman pembayaran
kepada BPJS K esehatan.

Dalam pelaksanaan JKN ke depan, BKPM
Wilayah Semarang harus memutuskan menjadi
organisas fadlitaskesehatan yang jelasdengan ops
menjadi; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
Rumah Sakit, atau tetap menjadi BKPM yangtelah
direvitalisasi sesuai kriteria BPJS Kesehatan.
Asosiasi BKPM bisa memberi masukan ke
Pemerintah daerah ddamhd ini DinkesProv. Jateng
agar |ebih memberikan perhatiannyakepadaBKPM
tidak hanyabantuan operasional dan ketenagaan
tetapi dalam memfasilitas BKPM berkoordinasi
dengan BPISK esehatan sehinggagpayang menjadi
kepentingan BKPM Wilayah Semarang sebagai
UPTD nyamerasaterpenuhi hak-haknya
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